
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 5g TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA LAKSANA PENII.AIAN, PEMERIKSAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin

Lingkungan dar Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tent€rrg Persyaratan dan

Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Laksana Penilaial, Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Hidup dan Penerbitar Izin Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera SeLatan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O8 Nomor 68, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)i
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4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerinta-h Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan

kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tent€ng Pemerintah Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintaha-n Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran

Negara Repubtk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahrlJr. 2ol2

tentang Izin Lingkungan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup darl

Kehutanan Nomor 08 Tahun 2O13 tentang Tata

Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

P.38/MENLHK/sEtJDN IKJM.L l7 l2or9 tetLns
Jenis Rencana Usaha dan/atau yarg wajib memfl5

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

5.

6.

7.

8.

2
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9.

10.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

t6 Tahun 2012 terllang Pedoman Penyusunan

Dokumen Dampal< Lingkungan HiduP;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08

Tahun 2O13 tentang Tata Id(sana Penilaian dan

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta

Penerbitan lzin Lingkungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Muk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

tentarg Pembentukan Organisasi dan Tat€. Keda

Irmbaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas

Irmbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1O);

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Susunan organisasi, Ttrgas da.Il Fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Kabupa.ten Musi Rawas (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 NoEor

5s);

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Rawas (Berita Daerah KabuPaten Musi Rawas

Tahun 2O18 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubaha-n Kedua

Ataa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018

tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penalaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2020 Nomor 28);

11.

72.

13.

L4.
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15. Peraturan Bupati Nomor 1O8 Tahun 2018 tentang

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib

Menlrusun Dokumenupaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan HiduP

dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan

Pengelolaar Lingkungan Hidup di KabuPaten Musi

Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2018 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

MenetaPKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA

PENIL.AIAN, PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dala:n Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adala-h Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten ada.lah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA

adalah komisi yang bertugas meniLai dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukal bagi proses pengambilan keputusan

tentEng penyelenggaraan usa-ha dan/atau kegtatan.

Kerangka Acuan selanjutnya yang selarjutnya

disingkat KA adalah ruang lingkup kajian AMDAI yang

mempakan hasil pelingkupan.

3.

4.

5.

4
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7_

8.

9.

10.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disingkat ANDAL adalah telaahan secaftr cerrnat dan

mendalam tentang dampak besar dan penting suatu

rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disingkat RKL adalah uPaya penanganan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau

kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantaunan

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak

besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau

kegiatan.

Upaya PengeloLaan Lingkungan Hidup darr Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut UKLUPL adalah pengelolaaa dan pemantauan

terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak

berdampak pentjng terhadap lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupaa Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupajl dari

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup atas dampak lingkungan hidup dari ussha

dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau

kegiatan yang wajib amdal atau UKLUPL.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

setiap orang yalg melakukan Usaha dan/atau

Kegratan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam

ralrgka perlindungan dan pengeloLaan lingkungan

hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha

dan/atau Kegiatan.

11.

t2.
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13.

14.

Instansi Lingkunggn EiduP Kabupaten adalah instansi

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup kabupaten.

Femrakarsa adalah actiap orang atau instansi

pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha

dan/atau Legiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

k'eal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. klasifikasi usaha dan/atau l(egatan Wajib Dokuncn

Lingkungan Hidup;

b. pcmbentukan Komisi Penil,aisn AMDAL;

c. tata Cara Penilaisn Dokumefr AMDAL dan Pencrbitar

Izin Lingkungan;

d. tata Cara Pemeriksaan Forrnulir UKLULP dan

Penerbitan Izin Linglungan; dan

e- tata Cera Pemeriksesn Formulir SPPL.

BABM

KIASIF.TKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

UINIB DOKTJMEN UNGKT'NGAN HIDT'P

Pasal 3

(f) Sctiap usaha dan/atau kcgiatan yang berdampak

penting tcrhadap lingkungan hidup wajib mcmiliki

AMDAL.

(2) Jenis rcncana usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki AMDAL scbegEimana dimsksud pada ayat (1)

ditctapkan berdasarkan:

a. potcnsi dampak penting bagi setiap jenis usaha

dan/atau kcgiatan ters€but ditctapkan

berdasarkan:

6
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1. besarnya jumlah penduduk yang akafl terkena

dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

2. luas wil,ayah penyebaran dampak;

3. intensitas dan lamanya dampak berLangsung;

4. banyalmya komponen lingkungan hidup lain

yang akan terkena dampak;

sifat kumulatif dampak;

berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologo; dan

referensi intemasional yang diterapkan oleh

beberapa negara sebagai laldasan kebljakan

tentang AMDAL.

b. ketidakpa.stian kemampuan teknologi yang terwdia

untuk menanggulangi dampak penting negatif yang

akan timbul-

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tennasuk

dal,am kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKLUPL.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib

dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi dengan AMDAL, UKLUPL dart SPPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) dengal mengacu ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN KOMISI PENII,AIAN AMDAL

Pasal 4

Pemb€nhrkan KPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati

dengan mengacu pada ketentuan peratufan perundang-

undangan.

5.

6.

7.

8.

(3)

(4)

(s)



(1)

(21

BAB V

TATA CARA PEMIAIAN DOKI'MEN AMDAL

DAN PENERBITAN IZIN UNGKUNGAN

Pasd 5

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib mcmiliki

AMDAL atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.

Fenilaian dokumen AMDAL dilakukan dcngan

tahapan:

a. pencrimaan dan penilaian KA secara administratif;

b. penilaian KA sccara telnis;

c. pcrsctrduan KA;

d. penerimaan dan penilaian permohonan izin

lingkungan, Andal dan RKLRPL aocara

aaministratif;

e. penilaian Andal dan RKLRPI, sccera teknis;

f. pcnilaian kelayakan atau ketidaklayakan

linikungan hidup berdasarkan Andal dan RKL

RPL; dan

g. pcnfmpaian rekomendasi hasil penitaian

lrclayakan atau ketidaklayalan lingkungan hidup.

Pasal 6

(U Jangka waku pcnilaian KA sampai dengan

diterbitlannya surat per8etujrEn acbagaimana

dirrakgud dale'n Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan

huruf c, dilakukan paling lama 30 (tigr Puluh) hari

kerja terhitung sejak KA dite ima. dan dinyatakan

lengkap sccara administrasi.

8
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(1)

(2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKLRPL sampai

dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaiaa

kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d,

huruf e, huruf f, dan huruf g, dilakukan pafing lama

75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal

dan RKI-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara

administrasi.

Pasal 7

Berdasarkan hasil penilaial Andal dan RKLRPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d,

huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati menerbitkan:

a. Keputusan kelayaka-n lingkungan hidup dan izin

lingkungan, jiks rencana usaha dan/atau kegiatsn

dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

b. Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika

rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan

tidat layak lingkungan hiduP.

Penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (t) huruf a, dilakukan secara bersamaan

dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan

hidup.

Pasal 8

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan

ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasa.l 7 ditetapkan dengan kriteria:

a. Rencana tata ruang wilayah daerah;

b. Kebljakan dibidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta sumber daya alaln yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan;

c. Kepentingan pertanahan keamanan;

(21
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d.

e.

Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat

penting dampak dari aspek biogeohsika kimia, sosial,

ekonomi, budaya, tata rungan dan kesehatan

masyarakat pada tahap prakontruksi, kontruksi,

operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;

Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak

penting sebagai sebuah kesatual yang saling terkait

dan saling mempengaruhi sehingga diketahui

perimbangan dampal penting yang bersifat positif

dengan yang bersifat negatif;

Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang

bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak

penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaln

dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan

pendekat€n teknologi, sosial dan kelembagaan;

Rencala usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu

nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic

View);

h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan

mempengaruhi dan/atau menganggu entitas ekologi

yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2. memiliki niLai penting secara ekologis (ecological

importance);

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic

importance); dan

4. memiliki nilai pe nting secara ilmiaI (scientjfrc

importance).

Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan

gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

berada disekitar rencana lokasi usaha dan/atau

kegiatan; dan

Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau

kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung

dan daya tampung lingkungan dimaksud.

c.

l.

J.
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Pasal 9

(1) Keputusan kelayal(an lingkungian hidup sebagaimana

dimaksud dale'n Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling

sedikit memuat;

a. lingkup rencana usaha dan/atau kcgiatan;

b, ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;

c. rencsna pengelolaan dan pcmantauan dampak

yang akan difakukan oleh pemrakarsa dan pihak

lain;

d. pemyataan penetapan kelayalran lingktmgan;

e. dasar pertimbangan lrclayafen Unghmgan;

f. jumlah dan jenis izin pcrlindungatr dan

pcngelolaan lingkungan hidup yang diperlukan;

den

g. tangggl kelayakan Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup.

(2) IGputusan ketidaklayakan lingkungsn hidup

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,

paling scdikit memuat:

a. lingkup rencana usaha dan/atau kegi,atsn;

b. ringkasan dampak yang dipcrkirakan timbul;

c. rencana. pengglolasn dan pemantarran dsmpak

yang akan dilqkuknrr oleh pemrakarsa dan pihak

lain;

d. pernyataan pefletapan ketidaklayakan lingkungan;

e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan;

dan

f. tanggsl penetapan Keputusan lGtidsklayakan

Linglungan Hidup.

Pasal 10

(t) tzin t ingkungan sebagaimana dimakeud dalarn Pasal 7

ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

11



b.

dasar diterbitkannya Izin lingkungar, berupa

Keputusan Kelayakan Lingkungan;

idendtas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan

akta notaris, meliputi:

1. nama usaha dan/atau kegiatan;

2. jenis usaha dan/atau kegiatan;

3. nama penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan dan jabatarr;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi kegiatan.

deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang

akan dilakukan;

persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara

Lain:

1. persyaratan sebagaima.na tercantum dalam

RKL-RPL;

2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan

3. persyaratsn lain yang ditet,nkan oleh Menteri,

Gubernur atau Bupati sesuai dengan

kewenangalnya berdasarkan kepentingan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:

1, memenuhi persyarat€n, standar dan baku

rnutu lingkungan dan/atau kriteria baku

kerusakan lingkungan sesuai dengal RKL-PKL

dan peraturan perundang-undalgan;

2. menyampaikan laporan pelaksanaan

persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam

Izin Linglungan selama 6 (enam) bular sekali;

3. mengajukan permohonan perubahan izin

lingkungan apabita direncarakan untuk

melakukan perubahan terhadap deskripsi

rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan

c.

d.



4. kewajiben lain yang ditetapkan oleh Menteri,

Gubemur, atau Bupati sesuai dengan

kewenangannya bcrdasnrkan kepentingan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

f. masa berlaku lzin Lingkungan, yang menjelaskan

bahwa Izin Lingkungan ini bcrlaku sclama ueaha

dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak

ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan

dimaksud; dan

g. p€netapan mulai berlakunya Izin lin
(21 Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib

diumumkan melslui media fllasaa dan/atau

multimedia paling lama 5 oima) hari kerja sejak

ditebitkannya Izin tingkungan.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN FORMT.,UR UKLUI,P

DAN PENERBITAN IZIN UNGTUNGAN

Pasal 1f

Formulir UKLLTPL yang telsh diisi oleh pemrakar8a

diperi&sa oleh Bupati apabila usaha dsn/atau

kegiatan berlokasi di daerah.

Pedoman pengisian formulir UKLUPL sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuon

peraturan-pcrundangan.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan formulir UKLUPL Bebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) dilakukan dengan

tahepan:

a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi

lrrmohonan izin lingkungan dan formulir UKL
UPL; dan

(l)

(2t
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(3)

b. Pemeriksaan substsnsi formulir t KLUPL.

Tahapan penerimaan dan pemeriksaan adminhtrasi

permohonan izin lingkungan dan formulir UKLUPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh Dinas Linglungan Hidup.

Pemeriksaan substansi formulir UKLUPL

sebaaaiamana dimaksud pada ayat (l) huruf b
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan

melibatkan:

a. Perangkat Daerah yang membidangi rcncana

usaha dan/atau kegiiatan yang ber€angkutan; dan

b. Perangkat Daerah yang men3relenggarakan urusan
pemerintahan dibidang penataan ruang;

Passl 13

Jangka wal(hr perneriksaan UKLULP sebagaimana

.lirrraksud dalam Pasal 12 rlitelarkarr paling lama la
(empat belas) hari kerja sejak formulir UKLULP

dinyatakan lengkap secsra administrasi.

Pasd 14

(fl Bcrdasarkan hasil pemeriksaan scbagaimana

ditnahud dalqm Pasal 12, Bupa.ti menerbitkan :

a. rekomcndasi persctujuan UKLT LP dan izin

t ingkungan, jita r€ncans. uaaha dan/atau

kegiatan dinyataf<an dis€tujui; atau

b. rekomendasi lrnolakan UKLULP, jika rencana

usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak

disetujui.

(2) Fenerbitan Izin LingkunSan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bcrsamaan

dengran penerbitan rekomendasi pereetujuan t KLULP.

l4
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PATLAF KOORDINASI

(3) Bupati dapat mendelegasi kewenargan pemeriksaan,

penerbitan rekomendasi UKL-ULP dan penerbitar Izin

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup .

Pasal 15

Untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-ULP

sebagaimana dimasud dalam Pasal 14 ayat (1) paling

sedikit wajib mempertimbangkan :

a. rencana tata ruang wilayah daerah;

b. kebiiakan dibidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta sumber daya alam yalg diatur

dal peraturan perundang-undangan;

c.

d.

kepentingan pertalnnan keamanan;

kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab

dalam menanggulangi dampak negatif yang akan

ditimbr.rlkan dari usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan;

e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menggangu

nilai-nilai sosial atau pandalgan masyarakat (emic

view);

f. rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan

mempengaruhi dan/atau manggangu entitas ekologis

yang merupakan ;

1 . entitas dan/ atau spesies kunci (key species) ;

2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological

importance);

memiliki nilai penting secara ekonomi (economic

importance); dan/atau

memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific

importance).

g. rencana usaha dar/atau kegiatan yang tidak

menimbulkan gangguan usaha dan/atau kegiat rl yang

telah berada disekitar rencala lokasi usaha dan/atau

kegiatan ; atau

3.

4.

15
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tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung

tingkungan hidup dari lokagi rencana usaha dan/atau

k€giatan, dalam hal terhadap perhitungan daya dukung

dan daya tampung lingkungan yang dimaksud.

Pasal 16

(l) Rekomenda8i persctujuan UKLULP sebagaimana

rlirnakssd delE'n Pasal 14 ayat {f) hun:f a paling

sedikit memuat :

a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;

c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang

akan dilakrrkcq oleh pemrakarsa dan pihak lain;

d. pcmyataan persctujuan UKLT LP;

e. dasar pertimbanAan pcrsetujuan UKLULP;

f. jumlah dan jenis izir: Perlindungan dan

Fengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan;

dan

g. tanggal penetapan rekoDendasi UKLULP.

(2) Rekomndasi penolakan UKLULP

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (U huruf b paling

aedikit memuat:

a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. ringkaaan dampak yang diperkirakan timbul;

c. upalra pengelolaan dan pcmantauan dampak yang

akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;

d. pernyataan penolakan UKLULP;

e. dasal pertimbangan persetujuan UKLULP;

f. tanggal penetapan rekomendasi pcnolakan UKL
ULP.

Pasd 17

(ll Izin Lingkungan scbagaimana dimaksud dal.'"
14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

16
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b.

dasar diterbitkannya lzin Lingkungan berupa

rekomndasi persetujusn UKL-I LP;

identitas pemegang lzin Lingkungan sesuai dengan

alita notaris, meliputi :

1. nama usaha dan/atau kaiatan;

2. jenie usaha dan/atau kgiatan;

3. nana penarrygung jawab usaha dan/atau

kegiatan jabatan;

4. alamat lGnton dan

5. lokasi kegiatan.

deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang

akan dilakukan;

persyaratan pemegang Izin Lingkungan, anatara

lain :

1. perrvaratan sebagaimana tercanh.rm dalam

UKLI..'LP;

2. memperoleh Izin Ferlindungan dan Fengelolaan

Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan

3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri,

Gubemur, atau Bupati sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan kepentingan

perlindungan dan pengelolaan lingkmgen

hidup.

kewajiban pemegang lzin Lingkungan antara lain :

1. memenuhi persyaratan, standar dan baku

mutu lingkungan dan/atau lriteria baku

kerusakan linglungan sesuai dengan

kctentuan peraturan Frundang-undanggn;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan

pesyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam

Izin Lingkungan setama 6 (enam) bulan sekali;

3. mengajukan pcrmohonan perubahan lzin

Lingkungan apabila direncanakan untuk
mel,akukan perubahan terhadap lingkup

deslcipsi rencana usaha dan/atau

kegiatannya; dan

d.
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4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri,

Gubemur atau BuPati sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan kepentingan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelasl€n

bahwa lzin Lingkungan ini berlaku aelama usaha

dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak

ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan

dimaksud; dan

g. penetapan mulai berlakuknya Izin Lingkungan'

(21 lzin Lingkungan yang telal diterbitkan wajib

diumumkan melalui media massa dan/atau

mr.rltimedia paling lama 5 [ima) hari kerja sejak

diterbitkannya lzin Lingkungan'

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 18

(1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.

(2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (U

disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk

dilakukan veriftkasi.

(3) Berdasarkan hasil verifrkasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup :

a. memberikan tanda bulcti pendaftaran SPPL jika

usaha dan/atau kegiatan merupa-kan usaha

dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau

b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan

merupakan usaha dan/ atau kegiatan v,/ajib

memiliki AMDAL atau UKL-UPL.

(4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a mencsntumkan nomor

pendaftaran dan tanggal penerimaa-n SPPL.

1a
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(5) Format SPPL scbagaimana dimeksud Pada ryat (f)
mengacu ketentuan Perahrran penrndang-undangan

yang bcrlaku.

BAB VITI

KETENTUAN I,AIN-I.AIN

Pasal 19

Ictentuan mengenai Format Permohonan Izin

Lingkungan dan Benhrk Keputusan lizin Lingkungan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terPisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

BAB IX

KEIENTUAN PERALIHAN

Pasal 2O

Dokunen Lingkungan Hidup yang tclah mendaPet

persctujuan sebelum bcrlakunya peraturan ini, dinyatakan

tetap berlaku sampai berakht masa bcrlalnrnya dan

dipersamekan sebagai Izin Lingkungan.

Pa8al 2l

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka:

a. Perahrran Bupati Nomor 8 Tahun 2O1O tentang

Pedoman Fenlrusunan Upaye Pengelolaan

Linglungan-Upaya Pemantauan Linglungan Hidup

dan Surat Femyataan Fengelolaan LingkEgan (Bcrita

Daerah Kabupat n Musi Rawas Tahun 2OlO Nomor E);

dan

19
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b. Peraturan Bupeti Nomor 108 Tahun 2018 tentang

Jenis Usaha dan/atau KegiiBtan yang najib Menyusun

Dokumen Pedoman Penyusunan Upaya Pengplolaan

Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungen Hidup

dan Surat Femyataan Pengelolaan Lingkungan (Berita

Daerah lGbupaten Musi Rawae Tahun 2OlE Nomor

108).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Pcraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tansgal

diundangkan.

Agar sctiap orang mcngetahuinya, memerintahkan

pengundangen Peraturan Bupa.ti ini dengnn

p€ncEpatannya dalam Berita Daerah l(abuPattn Musi

Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanssal2z OSarle' 2O2O

Diundangkan di Muara Beliti

pada tsnggsl n ge{\olr.bat 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHI'N 2O2O NOMOR 5F
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IAMPTRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NoMoR : SO telrux zozo

IEI{TANG : TATA I.AKSANA

PENIIAIAN,

PEMERIKSAAN

DOKUMEN

UNGKUNGAN HIDUP

DAN PENERBITAN IZIN

LINGKUNGAN

FORMAT PERMOHONAN DAN BEMUK KEPUTUSAN IAN UNGKI''NGAN

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN UNGKUNGAN

1. Usaha dan/atau lGgiatan Yang Wajib Amdd

KOP ST'RAT

NoBo!' : ..,....,..

Sifat :..........

Iampirs! : 3 (tiga) bcrtas

Ferihel : PcfilohofiraD IzLt

Lingkungan

Muara Bcliti, tang88l, bulatr, tahur

Kepada

Yth. Bupati Musi Rawas

c.q. Kepala Diaas Lingkurga! Hidup

Kabupatlo Muri Rawrs

di
Muara Bcliti

Yang b€rtarda taDgaa dibaq.ah iai:

NaDa

Jabstsn

Alamat

Tclp/Far

Scbegai pcaanggu!8 jartab atas kcgiatan:

NstuaPcf,ulahaaa :

JcoiB lGgiatsn ;

Alarrat lGgiatarl :



Sctrubuoggn dcogsn hal t{trscbut, neLa kani mcogeiultan

pcruohona izin lirgl lga:r usaha/kcgista!

dcnga! EcLaEpirtal bctrka8:

l. Dohrmca ANDAL, RIS-RPL;

2. Dolrrero pclrdiriao usaha dao/atau lcgiatao;

3. Profl usaha dan/at& kegiatan.

Dcmitian kami caEpaita! Ecbagai baha! pro6c! sclanjuhya,

tcrima kasih.

Nama Perusahaaa

(taDda targal dan cap Pcruaahaan]

NaEa F!|tltal(arsa

Jebatr[

2. USAHA DAN/ATAU XEGIATAN YANG WA,JIB UXI.TJPL

KOP SURAT

Nolnd

Sifat

IrEpirarl
Perihaf

Yug
Nama

Jabafsrl

Alamqt

Tclp/Fax

: ..........

: 3 (tigB) bcrkas

: Permohman lzio

U,rgkungE

b.rteda tsagFn dibawah iai:

Muara Bcliti, tangal, bulan, tahua

Kc"ada

Yth. Bupati Musi Rawas

c.q. Kspala Diaas IsglungFn Hridup

Ikbupatco MuEi Rawas

di
Muara Bcliti

PANN IOORDII{ASI
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scbagei pco.ogguEg jawab atas kcgiatari:

NaEaPcrusahaarl :

Jcnir lcgiataD :

AlaEat Kcgiatar :

Schubuagaa dc,lgEtr haf tcrrcbut, aa&a L'ii ocoAdu.l<so

paaohmao ida liaghtrgan usaha/kcgiare

dcogo EdaEpirLatr bcrkasl

l. Dokulnr,l RXLRPr;

2, DokuEcn pcodirie! usaha da!/atau &egi.taa;

3. Pro6t ulaha da.n/atau kcgiatan.

DcGikiaD lrcmi 3sspsikan ecbagai bahaa proccs scbajuttrya'

tlrima kalih.

NaEa Fcrusahaa!

Gaoda r.'t8"' datl cap Pcrusahaa!)

Naaa PcmrakaEa

Jabatar

B. BEIITT'K KEruTUSAN IZIN UNGKT'NGAN

1. Ditcrbitlan oleh BuPati

BI,PATI MUSI RA11IAS

XEPUTUSAN BI'PATI MUSI RAtrIAS

NOMoR ..'/.../."./.'.'
TEITTANG

IZIN UNGIruNGAN XEOUITAN ...............,.... OI,EH

Dr DESA................ BECAMATAN

XABI'PAIIEN MUSI RAWAS

BUPAI MUSI RAqIAS,

PAMF K@RDII{AS
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McoiEbang : & bahwa rt,lcana Lcgiatar ,..... olch .'.... di Dcsa

...,... fecarutan .,..... Ikbupat n Muai Rawar,

merupakaa kcgiataa yang wefib 'rinililti .'.....-;

bahwa tcrhadap u8aba da!/atru *cgiatao ysog

wqiib m€Eitiki ...... da! diDyatata! layak ditinjan

aari aepck lioekurgg! hidup wqiib ditrrbitlGo i?in

linglungg r;

bahwa bcrdasarkan pertinbanggn scba8gimalta

rtiadtrud alalam buruf a rtan huruf b, Izin

LingkungsD lcgiarra ...... Oleh ....... di Dcsa .....

Kecamatan..,... Kabupatro Musi Rata8, pcrhr

ditctapkan dcngan K€putusan Bupati Musi Raq,ar.

MetrgingBt

Mclrctapkaa

KESATU

I. Undaig-Undang N@6 28 Tahur f959 t ntaDa

Pclrbcotukan Darrah Tllgkat E da! IGtaprda di

SuEatcra Salatsn (LEbara[ Ncgara Rl Tahun

1959 NoEor 73, Tambaha! LcEbaran Negara RI

N@or 1821);

2. Undang-Un,r-g N@ot 23 Tahun 2Ol4 t at8og

Pcoqrintahaa Dacrah (Lcmbaraa Negara RI Tahul

2014 Nooor 244, Tarobaha,l L€tobatan Ncggra RI

NoEor 5584 ccbagaimana telah diubah bebcrape

kali tera*hir dengaa Uadang-Undaag N@or 9
Tahur 2015 tcutalg Pcrubahan Ikdua Ataa

Undaag-Uadang N@or 23 Tahul 2Ol4 tcntang

Pemcrintahar Da6ah (t-€obarao Ncgara RI Tahu!

2Ol5 NoEor 58 TaEbaha! Irobora! Ncgara RI

Nomor 5679h

b.

3.

4.

MEMUTUSKAN:

:

: Mcobc.ikan Idr IiD*ungan kePad&

NeaaPerusahaatl :

JeoiE Ulaha d&/atau
Kegiata!

PcDanggulg Javab

a-

b.
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d- AlrEat
c. Lkasi Ituaiatsr :

Rualg Lingkup lcgiatan dafam Izin r:ngkurg"n ini

mcliputi:
XEDUA

KEIIGA

KEEMPAT

KELIMA

XEENAM

KETUJUH

TEDEUTPAN

a-

b.

c.

cY lPt dalam metrakranaka[

kcrrajibannya bcrterqiibar:
& ..,...,...,,........... ............-....;

b. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

c. Dst

CV/FT ..,..,.,.,... dalao mclaksaoakao kegiatanrya

harue mcmcauhi kcweiibatl mcl,akukan pco8dolaan

dampak scbagFiEana trrcantu8 dalaE dokutnql ...,...

Izin fjnskuIlgqtl ini b€daku saaa dengaa masa

bcdakunya Dasa izin uiaha dan/attu kcgiatan.

Fe[aogung jawab usaha dan/atau kegiatan *dib
mcogaju*an praohooan idn liagtungan

apabila arjadi pcrubahaa 4tas lcncana ussha

dar/atau tlesiatsanya scauai d€ogm kitccia
perubaha! yarg tercantuE dalaE Pasal 50 FsraturaD

Foocriotah Nooq 27 Tahun 2O12 tlotatrg l"jn
I;ingkurgan.

Sebagai Flak8anaa! fungri pcogaea!.n tcthadap

linglungan hidup, kjabat Fetraawag

Littd<ulgaD Hidup (PPUI) bcrkoordiaasi dcogaD PPLH

Darrah (PPIIiD) Proviosi Sullatrra Sclatan, PPIIID

IGbupat rr Musi Rawas, mclalq*an pcrlgavara!

tcrtradap kctaataa pcnettgung jawab usaha da!/atau

kcgirata! atas kcreqiiban Bcbagaimana di.ql'rlrd

dilfum KEIIGA.

McoyaEpeikan lry6a! FtaklaDa@ upaya

pcogclolaar darl pcDartauaD lirglaugan bidup Ectiap

6 (€nam) bulan sekali sqiak Ksputr8a! Bupati Musi

Rawss itti ditctap&ar lielslui Kcpda Diaas

LiDgkurgsr Hidup Ikbupatrd Mugi Rawas.
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KESEMBIIAN: K@utu€an ini mulai Haku pada -.gg'l ditstapLa!

dengarr kctEntua! bahwa egala eluatunya al.a!

diadakan perubahan dan pcrbaikan scbaSaimana

mertinya apahila dikanudiaa hsri tqmyata tcrdapat

kc.keliruan dalam Ikpuhrsan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada taaggaf ....................

BT.IPATI MUSI MC'AS,

Ttrobusao lG1nrtusao ini diaaopaitaa tcpada Yth:

1. Gubqnur SuEatcra Sclatan.
2. IGtua DPRD IGb. Musi Rawar.
3, Iolpcktur Xab. Musi Rawas.
4. Icpala DPMPNP IGb. Muei Rawa3.
5. CaEat ......,, Kab- Mugi Rawaa.
6. (€pala Basian HukuE S€tda Ikb. Muri Rawas'
7. Ma8ing-BaEing yarg bcr8egh.rta!.

2. Ditrrbit&an oleh lGpata Din88 LinSkungan HiduP

KOP DINAS LINGKT'NGAN IIIDUP KABUPAf,EN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KEPAIA DINAS UNGKT'NGAN HIDUP KABI'PATEN MUSI MWAS

NoMoR ....../....../....../........
IENTANO

IZIN UNGKT'NOAN IG,GIATAN ......... OI,EH ........ DI DESA......

IGCAMATAN ....... KABI'PATEN MUSI RAWAS

XEPAIA DINAS UNOI(UNGAN HIDI'P KABI'PATEN MUSI RAC/AS

Mcoitlbang : a" bahvra rcncana kegiatan ...... oleh .'.... di DcEa

..,.-.. I(ccslata,l ....... Ihbupated Musi Rawaa'

Ecrupaka[ t giata! 5rang v{ib 'liniliti ..'.....;
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Mclrgingat

McDdapeaD

I<tsATt

bahsa tcrhadap usaha dan/ateu qiaian yang

wajib mcEiliki -..... dan diryats&a! layak ditiqiau

dari aspck lingkungan hidup wqiib dit!6it&ar idn
linekungaa;

bahwa bctdqsarkqn pertimbangaa scbagaimata
,{i-,L8ud dalam huruf a dan huruf b, Izio

Lingkungan lGgatan ...... Olch ....... di Dcea .....

fnccaratan ,..... IGbupaten Musi Rawas, pcrlu

ditctspksa dcoga! Kcputusan lGpata Diaar

LiDgkuoga[ Hidup Kabupatco Musi Rarear.

t. Undsng-Undarg No@or 28 Tahun 1959 tcotala
Pcrnbcotuka! Darrah Ti4kat II da! Kotaprqia di

SuEqtcra Selata! (Lc@baraa Ncgara RI Tahu!
1959 NoDor 73, TaobahaD lrDbararl NqEra RI

NoEor 1821);

2. Undala-Undang Nomor 23 Tahutl 2Ol4 tenta,Ilg

PcE€rirtahan Dacrah 0alnbara! Ncgara RI Tahun

2014 N@or 244, TaDbaha! Lcobaran NcgBra RI

Nomor 558fl sebagnilrara tclah diubah bcbcrape

kali t€lal&ir de|ttga! Undana-Undalg NolEor 9

Tahua 2Of5 te,rtaog Fqrubshan IGdua Atas

Uadatog-Ulrdarg Noaor 23 Tahu! 2Ol4 tc'ltana

PrEeriataha! Darrah (kBbara[ Ncgara RI Tahun

2015 NoEor 58 Tstlbaha! kmbaran Ncgara RI

Nomor 5679);

b.

3.

4.

MEMUTUSKAN:

McEberikaE Izin Lingkungan kepeda.:

a- NalIa PcruBahaa!

b. Jeni8 Usaha dao/atau

Kcgiatar

c. Pstaoggu[gJawab

d, Alaaat
c. I.ka8i lcgiatan



rEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEUMA

KEENAM

KEruJUH

KEDEIAPAN

Ruang lindh'f Kegiatsn dalam I;n ri.gkurgm ini

mcliputi:

a.

b.

c.

cv l,It
kcw{ibannya bcrkewqiibar:

drl.n Eelakaalaka[

a-

b.

c.

CV/PT ........,.,.. dalao mclaksanakan

harus mcE€ouhi kewdiban mclakukan pengelolaaa

ilampak sebagaimaoa tercatturn delaE dokurlco .'...'.

r;n LilgkuruaD ini bcrlaku saoa dciua,1 traaa

bcrlaLunya Easa izitl u8sha dan/atau kcgiatan.

Penalg8ung jawab usaha daD/atau kegiata! wajib

m€ngdukarl pcrooh@an pcrubaha! iziD lingkuags!

apabila teqiadi penrbahan ata8 rqncana usaha

,rprl/atau kcgiataruya sesuai dcngrn kiteria
perubaha! yang tercantum dalqa Pasd 50 Psratulan

PcEcriDtah N@or 27 Tahua 2Ol2 t€ntarg Izin

Iringkulgan.

setagai pclaksaaaan fungsi pcngawasan tqhadsP

kclayata! liogtltllrga! hidup, Fejabat Pergax,a8

Lingkulgan Hidup (P?ll{) batoordinaai dcogan PFIIT

Dacrah (FI,lfD) Proviosi S\raat6a Sclat a, PFI..[ID

Kabupaten Musi Rawas, mclakukao pcngawaEan

terhadap ketaata! pcoernggurg jawab uEaha da!/atau
kegiat D ataE kcwqiiba,t sebagaiDaru dimaksud

diLhrm KEIIGA.

Mcnyaopaikan laporan pelakeanaan upaya

p€ogelolaa daa pcoaatauan lingl ngF! hidup sctiap

6 (coaE) bulan 8cl€li scjak lcputuraD Bupati MuEi

Rawa8 ini ditetapk& Eelalui l(cpala Dinss

Lirgku!8aa Itidup Ikbupaten Musi Rawas.
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XESEMBII.{N:

Tc6buse. Ifut utusa!, ird disampaikao kcpada Yth:

1. Bupati Muri Rawas (scbagai lap6aE).
2. I(ctra DPRD l(ab. Musi Rawas.
3. Inlpcktur IGb. MuEi Rawas.
4. IGpah DTPnSP Kab. Musi Rawas.
5. Camat ,....... Kab, Musi Rawas.
6. Ic?ala Bagie Hutu! Sctda Xab. Musi Rryas.
7, Masbg-maling ymg bcrs@gtutan,

Kcputusa! ini nulai bcrlaku pada talrgal ditctapem
dcogatr kctcatuan bahwa scgala 8cauatuaya a&aa

diada&an Flubahan daa pctbaikan scbagaimana

acstinya apabila dikcEudisn had tcmyata tcrdapat

kclclirua! d.bn Klputusar ini.

Ditctapkan di Muara Bcliti
pads tan98a1,..,...,.......,....

KEPAI.A DINAS UNGKT'NGAN HIDI'P

KABI'PAIEN MUSI RAWAS,


